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6 Kabupaten/Kota Raih Opini WTP

adan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Perwakilan Kalimantan

Tengah menyerahkan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Lapo-
ran Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun 2023, Senin (27/5).

LHP tersebut diserahkan Kepala

BPK Perwakilan Kalteng M Ali

Asyhar dan diterima Ketua DPRD dan _

- Kepala Daerah atau yang mewakili
- dengan Opini Wajar Tanpa Pengecua-
~ lian (WTP).

- Pada kesempatan ini, 6 Pemerintah -

" Daerah menerima LHP tersebut, yaitu
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas,
2 Pemennmh Kom Palangka Raya,

_Pememmh Kabupaten.Bagto Tmlur-, :
Pemerintah Kabupaten Katingan,
'Pemerintah Kabupaten Seruyan, dan
Pemerintah Kabupaten Lamandau. -

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23
E ayat (2), Undang-Undang Nomor

- 15 Tahun 2004 dan

Undang-Undang No- % ke Halaman A4

mor 15 Tahun 2006, BPK
RI telah melakukan pemer-
iksaan atas LKPD Tahun
2023 untuk Pemda di
wilayah Provinsi Kalteng,
Sebagai rangkaian akhir

dari proses pemeriksaan
tersebut, Pasal 17 UU Nomor
15 Tahun 2004 mengamanat-

kan kepada BPK, untuk
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perundang-undangan, dan Secara rinci disebutkan, hara BOS serta pengelolaan
efektivitas sistem pengenda-  permasalahan Penerimaan kas yang telah ditentukan -
lian intem. senilai Rp219,11 miliardan ~  penggunaannya belum
Dijelaskan Ali Asyhar, permasalahan Belanja Dae- sepenuhnya memadai yang
berdasarkan pemeriksaan rah senilai Rp18,15 miliar. diantaranya mengakibatkan.
yang dilakukan BPK ses- Adapun permasalahan- ~ potensi terjadinya penyalah-
uai dengan kriteria di atas permasalahan yang diungkap  gunaan kas serta pemerintah
dapat disimpulkan bahwa dalam Laporan Hasil Pemer-  kesulitan dalam mengang-
penyusunan Laporan Keuan-  iksaan antara lain: garkan secara akurat SiLPA
gan Pemerintah Kabupaten/ Pertama, Pengelolaan = tahun berjalan untuk belanja
Kota telah sesuai dengan - Pendapatan Pajak Daerah . tahun berikutnya sesuai den-
SAP berbasis akrual,telah ;yangdianwanyapajak_ ~ gan jenis sumber dana dan
madai, dan tidak terdapat ' Batuan, dan Bea Perolehan Keempat, hasil pelaksa-
ketidakpatuhan yang berpen- « Hak atas Tanah dan Ban- naan Belanja Modal Gedung
garuh langsung dan material, ' gunan belum seperiuhnya dan Bangunan serta Belanja
mtdahmyusmdan  sesuai dengan Peraturan Nkadallalan.larmgandan
Daemhdan/mPaahmn i

Daerah yang belum dapat
segera dimanfaatkan oleh
PenmnmhKabupateanola '

dahara FKTP, Kas di Benda- ~ Negara,” katanya. & Idwﬂst’
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